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MOTTO 

 
 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

QS Al Baqarah 286 

Skripsi yang baik bukan yang “sempurna”, melainkan skripsi yang 

“selesai” 
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ABSTRAK 

  

Lailatul Karomah, 2023.Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penanganan 

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022  

Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo, Pembimbing : (I) Ismail Marzuki, M.H (II) Muhammad Islahuddin, M.H 

Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran administrasi pemilu, pemilihan umum 

Pemilu ideal ialah pemilu yang prosesnya baik, berkualitas, dan berkeadilan. Dalam konteks 

inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan pemilu 

berdasarkan prinsip luber dan jurdil. Sejak pemilu secara langsung tahun 2014 hingga pemilu 

serentak yang akan di berlangsung tahun 2024, pelanggaran pemilu seringkali terjadi salah 

satunya adalah pelanggaran administrasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) pengertian pelanggaran administrasi pemilihan umum  (2) 

Untuk mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum 

berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahum 2022. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif atau kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan.  

Hasil penelitian :  Penanganan pelangaran administrasi pemilu berkaca pada peraturan 

bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, 

sengketa dan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan pemilihan sering terjadi setiap 

kali pemilihan. Hal ini terjadi karena di sebabkan oleh, perbedaan regulasi sehingga 

mengakibatkan waktu penanganan pelanggaran juga berbeda waktu, faktor SDM yang 

terbatas, misalnya masyarakat itu sendiri, tanpa pengetahuan hukum yang cukup  dan 

ditambah dengan situasi yang sulit di lapangan sedangkan Penanganan pelangaran 

administrasi pemilu berkaca pada peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, ada dua fase yaitu pemeriksaan pendahuluan 

Pada fase sidang pemeriksaan dimana temuan atau laporan pelanggaran administrasi akan di 

putus selama 14 hari sejak ada temuan dan siding bersifat terbuka di pimpin oleh 2 orang 

majelis pemeriksa. 
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Abstrac 

Lailatul Karomah, 2023. Juridical Review of the Mechanism of Handling 

General Election Administration Violations Based on Perbawaslu Number 8 of 

2022  Thesis, Law Study Program, Faculty of Social Humanities, Nurul Jadid 

Paiton University Probolinggo, Advisor : (I) Ismail Marzuki, M.H (II) Muhammad 

Islahuddin, M.H 

Keywords: Bawaslu, election administration violations, general elections 

The ideal election is an election whose process is good, qualified, and fair. It is 

in this context that the Bawaslu is positioned as the driving force for the 

democratization process through electoral activities based on the principles of 

liberality and fairness. Since the direct elections in 2014 until the simultaneous 

elections which will take place in 2024, election violations often occur, one of 

which is administrative violations. 

This study aims to: (1) definition of general election administration violations 
(2) To find out the mechanism for handling general election administration 

violations based on Perbawaslu Number 8 Year 2022. The type of research for 

this thesis is normative legal research or literature. literature. 

Results of the study: The handling of election administration violations is 

reflected in Bawaslu regulation Number 8 of 2022 concerning settlement of 

election administration violations, disputes and administrative violations related 

to elections which often occur every election. This happened because it  was 

caused by differences in regulations resulting in different times for handling 

violations, limited human resources, for example the community itself, without 

sufficient legal knowledge and coupled with difficult situations in the field, 

while the handling of election administration violations reflects on Bawaslu 

regulation Number 8 of 2022 concerning the settlement of election 

administration violations, there are two phases, namely preliminary examination 

In the examination trial phase where findings or reports of administrative 

violations will be terminated for 14 days from the time the findings are found 

and the trial is open in nature led by 2 examiners. 
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